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NIP. 19500520198203102
ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari peneltian lapangan untuk menjawab tiga
pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, Mengapa sebagian besar masyarakat
Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10
Tahun 2008 tentang Kepariwisataan? Kedua, Mengapa tidak ada optimalisasi sanksi
terhadap pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo? Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan
operasionalisasi bilyard dan pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda
Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan?

Data penelitian ini sebagian diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan
kajian kepustakaan teks (text reading), sebagian lagi melalui wawancara dan
observasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran operasionalisasi arena
bilyard menurut Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan terjadi di Desa
Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Penyebabnya adalah
Pemerintah desa dan masyarakat Desa Terung Wetan telah mengambil kesepakatan
untuk menerapkan Peraturan Desa dalam operasionalisas bilyard, meskipun isi
peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan perijinan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Serta Pemerintah Kecamatan Krian tidak memahami
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan karena salinan yang dikirim oleh Disparta Kabupaten Sidoarjo tidak
dikaji lebih dalam, Sehinaga penerapanyatidak optimal.

Sedangkan tidak optimalnya penerapan sanksi adalah karena kurangnya
sosialisasi, dan evaluasi penerapan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan oleh Pemkab Sidoarjo dan tidak adanya koordinasi yang baik antara
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disparta) Kabupaten Sidoarjo dengan
Pemerintah Kecamatan Krian dan Pemerintah Desa Terung Wetan.

Penentuan Pemkab Sidoarjo terhadap jenis hukuman pada Perda No. 10
Tahun 2008 tentang Kepariwisataan adalah termasuk kategori takzir yang menjadi
wewenang luas pemerintah. Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman
administratif, penjara dan denda dalam Perda tersebut juga sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sidoarjo tidak pernah menerapkan sanksi sesuai aturan Perda. Sikap Pemkab
Sidoarjo, dalam konteks hukum pidana Islam, adalah kelalaian dalam menjalankan
tugasnya sebagai wakil masyarakat untuk menegakkan hukum.

Vi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum  ugubat (pidana, sanksi, dan
pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”. Sebagai
pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal; dan
sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab
Allah di hari kiamat. Keberadaan ‘uqubat dalam Islam, yang berfungsi sebagai

pencegah, telah disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah: 179 berikut:
(Yva )
Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa™"'

Yang dimaksud dengan “ada jaminan kehidupan” sebagai akibat
pelaksanaan gisas adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan
sang terpidana. Sebab, bagi dia adalah kematian. Sedangkan bagi masyarakat
yang menyaksikan penerapan hukuman tersebut—bagi orang-orang yang

berakal—tentulah menjadi tidak berani membunuh, sebab konsekuensi

! Departemen Agama, A/-Quran dan Terjemahnya, h. 44.



membunth dadatahirdibimuhd Démikiame pulal hanya sdengand ilkunran-hukuman
lainnya, sebagai bentuk pencegahan terjadinya kriminalitas yang merajalela.”

Dalam mengatur masalah ini, Islam menempuh dua cara. Pertama,
menetapkan hukuman berdasarkan nas (al-Quran dan hadis). Dalam cara ini,
Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan
Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana, tidak berubah sepanjang masa.
Inilah yang berbeda dengan penafsiran hukum pidana yang berlaku sekarang di
berbagai negara termasuk Indonesia.

Kedua, menyerahkan penetapannya kepada ulul amri (penguasa). Cara ini
dalam Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulul amri untuk
menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan
Stinah“ hanyd' membetikan' ketentuan’ umui ' yang “penjabatannya ° disetahkan
kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang
merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak
pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok
ini, oleh fuqaha dinamakan jarimah takzir dan hukumannnya pun disebut

hukuman takzir.>

2 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 14.
3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 12.



Denganiidemikianyd kétdatann kepada cpetinipin amehjadiitketentuand yang
harus dilakukan oleh setiap warga negara. Sebagaimana firman Allah dalam al-

Quran surat al-Nisa ayat 59:
(e )

Artinya: “Wahai orang-orang yang berima, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya
dan ulil amri di antara kamu™

Dalam berbagai penafsiran, kata “ulil amri” di antaranya menyebutkan:

1. Para ulama yang amilin, vlama yang kewibawaannya dihormati orang
banyak.

2. Ahl al-hall wa al-‘aqd.

3. Orang-orang yang berkuasa didalam sebuah negeri atau sebuah negara.

4. Pemimpin-pemimpin jamaah Islam.

Kebanyekamulama termasuksimam Ashaari-MuhammadbAttamimidlebih
banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri adalah penguasa di
sebuah negara atau sektor eksekutif. Dalam konteks saat ini, ulil amri bisa
diterjemahkan sebagai Presiden dan perangkatnya termasuk para kepala daerah.

Di sisi lain, pemimpin juga dituntut untuk menerapkan kebijakan-
kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Hal ini sebagaimana

kaidah fikih yang berbunyi:

* Departemen Agama, A/-Quran..., h. 128.
3 Imam Ashaari Muhammad Attamimi, Meninjau Sistem Pemerintahan Islam , h. 44.



Artinya:. fKebijakar pemimpintterhadap irakyatnya harus! dikiibungkancdéngan
6
kemaslahatan”

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin (ulul
amri) harus ditujuakn untuk kemaslahatan rakyat, baik itu untuk mendatangkan
kebaikan maupun mencegah atau menghilangkan kerusakan, terutama yang
berkaitan dengan ketentuan syariat Islam.

Terkait dengan ketaatan warga negara kepada pemerintah daerah dan
kebijakan yang dilakukan pemerintah, ada fenomena di Kabupaten Sidoarjo yang
patut diperhatikan, tepatnya di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian. Sejak
sekitar tahun 1997, masyarakat di lokasi tersebut banyak yang membuka arena
permainan bilyard yang disinyalir bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan. Sebab, dalam pasal 4 disebutkan tentang Usaha Objek dan Daya
Tarik Wisata, No. D 17 adalah Bola Sodok / Bilyard’. Perijinannya kemudian
diatur dalam aturan tambahan yang dibuat oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, bahwa pendirian arena bilyard dengan 3 meja
harus mendapatkan perijinan dari Kantor Kecamatan masing-masing dan bilyard
4 meja lebih harus mendapatkan perijinan dari Dinas Pariwisata Pemkab

Sidoarjo.®

® Imam Musbihin, Qawa’id Al-Fighiyah, h. 124.

7 Pasal 4 No. D 17 Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan

¥ http://sidoarjo.sytes.net/p3msda, Kode Pengaduan 02009010034 yang dijawab pada 23
Januari 2009



Namiumi kenyat zantyagbeberapa pehgusaha iyang anenibuka arenac bilyard
di Kabupaten Sidoarjo banyak yang tidak memiliki ijin sesuai dengan ketentuan
Perda tersebut. Dinas Pariwisata Kabuaten Sidoarjo menerangkan, saat
melakukan sidak pada Sabtu tanggal 31 Januari 2009 pukul 23.00 WIB,
setidaknya ada lima dari sejumlah usaha Bilyard yang ada di wilayah Kota
Sidoarjo tidak ada ijin. Bahkan ditengarai arena bilyard di Desa terung Wetan
Kecamatan Krian operasinya sampai larut malam, sehingga perlu menjadi target
operasi dengan sasaran penyalahgunaan minuman keras, narkoba, traficking, dan
penyimpangan lainnya.9

Menurut Perda Pemkab Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 Pasal 118, mestinya
pelanggaran terhadap ketentuan Perda akan dikenakan sanksi pidana kurungan
paling lama 6 bulan atau denda Rp. 50.000.000,-. Masalahnya, hingga saat ini
penerapai saiksi tersebut“tidak terlaksana. Padahal Penikab“Sidoarjo,”daldm hal
ini Dinas Pariwisata dan Bakesbanglinmas, secara jelas mengetahui pelanggaran
tersebut.

Sejauh pengamatan penulis, arena bilyard di Desa Terung Wetan
Kecamatan Krian tetap beroperasi seperti biasa tanpa mengantongi perijinan
sesuai ketentuan Perda tersebut dan pihak pemerintah daerah yang diberi
wewenang untuk mengaturnya juga bergeming meskipun mengetahui

pelanggaran yang terjadi.

’ Dinas Pariwisata, www.dinaspariwisatasidoarjo.go.id



Dalang konteks dtulati penelitiar inil dilakukamaDengahsienentakanijudul

“Studi Kasus Operasionalisasi Bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian

Kabupaten Sidoarjo (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)”, penelitian ini

bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban atas fenomena yang tidak sesuai

dengan Perda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008, baik yang

dilakukan oleh pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah yang berwenang

ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi

fokus penelitian ini adalah:

1.

Mengapa sebagian besar masyarakat Terung Wetan melanggar
opcrasiohalisasi-yang tetal’ ditenttkan 'dalami Perda” N&."'10" Talitin“2008
tentang Kepariwisataan?

Mengapa tidak ada optimalisasi sanksi terhadap pelanggaran ijin

operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo?

. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan

operasionalisasi bilyard dan pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam

Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan?



ral

Ll

Kajian Pusizka

Pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi
pidana yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya sudah ada yang meneliti di
antaranya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi
Hukum bagi Pengusaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan” oleh Nurul Hakim. Fokus penelitiannya ada pada analisis hukum
Islam terhadap ketentuan sanksi yang ditetapkan undang-undang bagi pengusaha
yang melanggar peraturan perijinan usaha atau SIUP.

Terdapat pula skripsi berjudul “Dakwah Islam dalam Mengantisipasi
Dampak Negatif Permainan Bilyard di Kalangan Remaja di Desa Kamal Kec.
Kamal Kab. Bangkalan” yang ditulis oleh Muhammad Nur Abidin, mahasiswa
Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel pada 1997. dalam sekripsi tersebut, penulis
mengukur Keberhasitan dakwah'intuk nietigaritisipast dampaknegatif petiiainan
bilyard terhadap remaja di lokasi penelitian.

Penelitian lain ditulis oleh Nur Hanijo, mahasiswa Fakultas Syariah TAIN
Sunan Ampel pada 2005 dengan judul “Penutupan Hiburan Umum selama Bulan
Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas
Pasal 60 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2003)”. Inti
penelitian ini adalah meninjau tindakan Pemerintah Surabaya yang menutup
tempat hiburan umum berdasarkan Perda, termasuk arena bilyard, selama bulan

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dalam perspektif hukum Islam.



Sedangkan penelitianiyang akar ditakulkdan inislebihcterfolusipadacanalisis

hukum pidana Islam terhadap pelanggaran ketentuan perijinan arena pariwisata

(bilyard) dan tidak optimalnya penerapan sanksi yang telah ditetapkan dalam

Perda Pemkab Siidoarjo.

D. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh

penulis adalah:

1.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar
masyarakat Terung Wetan melanggar operasionalisasi yang telah ditentukan
dalain Pérda No:“10 Tahtin 2008 tentang Kepariwisataarn.

Untuk mencari jawaban penyebab tidak adanya optimalisasi sanksi terhadap
pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo.

. Untuk mendeskripsikan relevansi ketentuan operasionalisasi bilyard dalam

Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
dengan hukum pidana Islam dan menghasilkan analisa yang detail dalam

pelaksanaan sanksi pelanggaran operasional arena bilyard di Desa Terung



Kecamatznb . Koiam cKabupatenn Sidoarjoigdalams perspektifb hukumc pidana

Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sekurang-kurangnya untuk
dua aspek, yakni:
1. Aspek teoretis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk menyusun
hipotesis penulis berikutnya bila ada kesamaan dengan masalah dalam
penelitian ini dan untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang
hukum pidana Islam dalam kasus operasionalisasi arena bilyard yang
bermasalah, baik dari pelaku usaha maupun pemerintah.
2! " Aspek Praktis
a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memetakan
akar masalah yang terjadi dan menentukan langkah yang paling tepat
dalam rangka menanggulangi pelanggaran ketentuan perijinan arena
bilyard di Kabupaten Sidoarjo.
b. Bagi pelaku usaha bilyard, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan
intermediasi yang mempertemukan antara kepentingan usaha dengan
kepentingan pemerintah dalam rangka menciptakan kehidupan

bermasyarakat yang aman dan tentram.
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¢o.2Bagiimasyarakat. KabupatensSidoarjog ! khususnya dDiesa fTerung cWetan,

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan agar turut

berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang damai

dan aman.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran judul maka penulis perlu

menegaskan beberapa istilah dalam judul ini, antara lain:

1. Studi Kasus

2. Operasionalisasi

3. Bilyard

Investigasi yang mendalam terhadap suatu
fenomena  tunggal atau serangkaian kecil
fenomena

tunggal. Bisa berupa satu orang, sekelompok orang,
Bisa “juga“sebudh 'Reluarga; 'sekelompok” Keluarga,
atau lembaga.'’

Penyelenggaraan suatu kegiatan penyewaan arena
permainan bilyard, yang dilakukukan oleh beberapa
pemilik arena permainan Bilyard, berdasarkan ijin
yang dimiliki.

Suatu permainan bola sodok dengan menggunakan

Stick dan meja sebagai alat bermain.

1 Mardalis, Metode Penelitian, h. 17.



4. Hukum Pidana Istam

G. Metodologi Penelitian

1V""Data yang dikumpulkan

11

Diaban Hteratur ulunr islam disebut Jinayahidyaitu
nama untuk tindak kriminal yang diharamkan oleh
syara’, baik tindakan tersebut dilakukan terhadap

" Dalam penelitian ini,

jiwa, harta dan lainnya
hokum pidana Islam juga berarti segala ketentuan
hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallat
(orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai

hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang

terperinci dari al-Quran dan hadis."

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang

berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1) Ketentuan hukum pidana Islam tentang hukuman terhadap tindak pidana.

2) Keterangan yang menjelaskan operasionalisasi arena bilyard di Desa

Terung Wetan dan informasi tentang alasan dan faktor yang

menyebabkan pemilik arena bilyard melanggar ketentuan Perda

Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan.

' “Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri‘ al- Jina ‘i al- Islami, h. 4.
12 Zainuddin Ali, Hukum Pidana..., h. 6.
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2uinSumberdata
a. Sumber Data Primer
1) Pelaku usaha arena bilyard di Desa Terung Kec. Wonoayu Kab.
Sidoarjo sebagai responden.
2) Kepala Desa Terung Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
3) Perda Pemkab Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pariwisata.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber sekunder penelitian ini adalah berkas, data, dokumen dan
literatur yang berkaitan dengan operasionalisasi bilyard di Desa Terung
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan ketentuan hukum pidana
Islam, antara lain:
1) A. Djazuli, Figih Jinayah.
2)° Zanuddin Ali, “Hukum Pidana Islari.
3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.
4) Imam Ashaari Muhammad Attamimi, Meninjau Sistem Pemerintahan
Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenisnya, penelitian lapangan, pengumpulan data
dalam penelitian ini berdasarkan dari informasi langsung di lapangan yang di
dapat dari masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung

tentang realitas masyarakat setempat. Sementara penguatan konseptualnya
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didukungedengans penelusuran kajiani cpustaka(Hterate Saidy)iatawcsumber
kepustakaan (/ibrary resources). Penelitian (penelusuran) kepustakan
bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi dengan bantuan bermacam-
macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah,
media massa, jurnal, dan lain-lain. Secara rinci, teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini antara lain:

a. Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi
tentang operasionalisasi arena bilyard di Desa Terung Wetan dan
informasi tentang alasan dan faktor yang menyababkan masyarakat Desa
Terung Wetan membuka arena bilyard dengan melanggar ketentuan
Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan.

Daldin® nienguimiptilkan® data “metalui” interview, '‘pencntuan “stimber
data primer sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan penunjukan
(sample purposive), yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan ciri-
ciri atau sifat-sifat tertentu'’ yang mewakili masing-masing kategori
sumber primer. Mereka adalah:

1) Kepala Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
2) Pemilik arena bilyard yang meliputi:

a) Pemilik yang memiliki 4 meja arena bilyard

13 Marzuki, Metodologi Riset, h. 82.
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b)zi Pemilik jyangcmernilikizlesampai Bomejararena bilyard
b. Observasi (pengamatan)

Dengan teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung
pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang
diselidiki."* Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data:

a. Suasana dan praktik operasional arena bilyard di Desa Terung Wetan
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan meliputi sarana yang
digunakan.

b. Pengaruh yang terjadi pada masyarakat terkait dengan operasional
arena bilyard di Desa Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten

Sidoarjo.

c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan
menyelidiki suatu benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah,
dokumen, prasasti, notulen rapat, peraturan, dan lain-lain, " meliputi:
1) Data tentang demografi lokasi penelitian.

2) Data tentang struktur organisasi.

14 1.
Ibid., h. 58.
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 236.
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3)d Datatentang ketent an Perda Pemikab SidoarjoNosl 0 Talar 2008.
4) Data tentang jumlah pelaku usaha arena bilyard di Desa Terung
Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
4. Teknis Analisis Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga pisau analisis, yaitu:
a. Deskriptif kualitatif
Data yang diperoleh akan disajikan sebagaimana adanya berdasarkan
jumlah atau banyaknya data yang disertai analisis dengan memberikan
gambaran yang sejelas-jelasnya; dengan kata lain memberikan fakta
mengenai objek penelitian tanpa memberikan penilaian.'®
b. Metode Deduktif
Metode ini adalah analisis dari yang umum ke yang khusus.
Deéngan' metode ini, peneliti akan menggunakanketenttan ikuri pidana
Islam sebagai ketentuann umum untuk menganalisis terjadinya
pelanggaran hukum yang terjadi di Desa Terung Kec. Wonoayu Kab.

Sidoarjo sebagai kasus yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan skripsi ini dimaksudkan suatu cara yang ditempuh

untuk menyusun suatu karya tulis sehingga masalah yang ada di dalamnya

' Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 89
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menjadi. jelag, | teratur, curutl edanu neudah ddipahamis sAdapuns Sistenatikad yang
digunakan dalam pembahasan ini ada empat bab pokok yang akan dijelaskan
sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yag merupakan gambaran umum dan
desain penelitian yang dilakukan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan studi teoritis yang membahas tentang ketentuan
umum hukum Pidana Islam. Bab ini adalah ruang untuk mendeskripsikan pisau
analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dibagi menjadi empat sub bab,
yaitu jinayah dan jarimah, hukuman atas perbuatan jinayah, tujuan penerapan
fikih jinayah, dan hukuman takzir.

Bab“ketiga berisi tentang ‘obyek penelitidn."Bab ini” diagi- menjadi“tujuh
sub bab; Pertama, keadaan geografis Desa Terung Wetan. Kedua, keadaan
demografis. Ketiga, keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.
Keempat, gambaran umum arena bilyard. Kelima, ketentuan operasionalisasi
bilyard dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. Keenam,
pelaksanaan perijinan operasionalisasi arena bilyard dan penerapan sanksinya.
Dan ketujuh, dampak operasionalisasi arena bilyard terhadap kenyamanan warga.
. Bab keempat menjadi ruang analisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi

masalah dalam penelitian ini. Meliputi; Pertama, faktor-faktor yang
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meryebabkdiriibsebagiand chesaruinmasyarakatb. Terung d Wetaninsanelanggar
operasionalisasi yang telah ditentukan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan. Kedua, penyebab tidak adanya optimalisasi sanksi terhadap
pelanggaran ijin operasionalisasi arena bilyard dari Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo. Dan ketiga, analisis hukum pidana Islam terhadap ketentuan
operasionalisasi bilyard dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2008
tentang Kepariwisataan dan pelaksanaan sanksi dalam pelanggaran operasional
arena bilyard di Desa Terung Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan terhadap masalah
yang menjadi fokus penelitian ini yang dilanjutkan dengan saran sebagai
petunjuk untuk melakukan langkah selanjutnya, baik teoritis maupun praktis,

dalam rangka merespon hasil analisis dalam penelitian ini.



BAB II

KAHANTEORITISTENTANG HUKUMAN TINDAK PIDANA
DALAM FIKIH JINAYAH

. Jinayah dan Jarimah

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan atau yang merugikan
orang lain atau makhluk dilarang dalam Islam. Tindakan tersebut dinamai
tindakan kejahatan atau jinayah, karena tindakan itu menyalahi larangan Allah
atau pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang
Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu yang secara
khusus disebut jarimah. Pengertian dari istilah jarimah mengacu kepada hasil
perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang
dilarang.!

Beberapa ulama memberikan keterangan yang berbeda tentang jarimah,
antara lain:
a. Menurut Imam al-Mawardi, kata jarimah diartikan sebagai berikut:

S5 S e J5 0 05 e B Lk

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara “yang Allah
mengancamnya dengan hukuman had atau takzir **

b. Menurut Abd al-Qadir Awdah, kata jarimah diartikan sebagai berikut:

L A. Djazuli, Figh..., h. 1.
2 Abu al-Hasan Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, h. 219.
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S5 T Y U 8 (e Rl 8 s T MJNMM\

SJarimakhyiialah sebutanibagiuperbuataniyangidiharamkanioleh ssyaralT baik
perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.”®

c. Menurut Sayyid Sabiq, kata jarimah diartikan sebagai berikut:
B3 Jro b W e B 0 Tk 8 B G e s U () s
JUl g ol o) g e g
“Jinayah ialah setiap perbutan yang dilarang oleh hukum syara “ untuk
melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang
oleh syara “yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan

terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.*

Setelah diuraikan pengertian tindak pidana, baik secara istilah jinayah
maupun secara istilah jarimah, maka dapat dikemukakan bahwa arti dari tindak

pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara“ dan yang

melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had maupun takzir.

1. Unsur-unsur tindak pidana
Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat
dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara <
Setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

® Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri <al- Jina T al- Islami, h. 4.
* Sayyid Sabiq, Figih Sunah, h. 7.
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a Unsur Umum (s 0IS7,f), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap

jarimah yang meliputi sebagai berikut :

1) Unsur formil (al-rukn al-syar T), yaitu adanya nas yang melarang
perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas
perbuatan-perbuatan tersebut.

2) Unsur materiil (al-rukn al-madi), yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak
berbuat.

3) Unsur moril (al-rukn al-agabi), yaitu adanya kemampuan atau

kecakapan bertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya.’

b. Unsur Khusus (-4 o)), yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada

jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya
sesual dengan perbedaan jarimahnya, seperti unsur mengambil secara
diam-diam tersebut hanya diperlakukan pada jarimah mencuri tidak pada
jarimah lainnya. Demikian juga unsur bersetubuh hanya ada pada jarimah
zina dan unsur bersetubuh tersebut hanya diberlakukan pada jarimah zina
tidak pada jarimah lainnya.®

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada

keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap jarimah. Oleh karena itu, suatu

* A. Djazuli, Figh..., h. 3.
® Ibid., h. 12.
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perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi
hukuman, apabila perbuatan tersebut telah, memenuhi.unsur. umum dan unsur
khusus.”’

Dalam unsur-unsur tersebut terdapat pengecualian dalam tanggung
jawab hukum, diantaranya:

a. Orang gila sampai ia sadar;
b. Anak-anak sampai usia puber, dan
c. Orang yang tidur sampai ia bangun®

Di sisi lain, ketidak tahuan pelaku juga berpengaruh terhadap
pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang yang melakukan tindak
pidana akan dihukum jika ia benar-benar mengetahui bahwa tindakan
tersebut memang dilarang.

Pengertian “fengetahui”” cukup dengan kemungkinan mengetahui.
Sehingga Jika seseorang mencapal usia dewasa, berakal serta mudah baginya
untuk mengetahui aturan yang berlaku, baik dengan mengkaji atau bertanya
kepada orang lain, maka ia telah dianggap mengetahui.

Pengakuan seseorang atas ketidaktahuan terhadap hukum hanya bisa
diterima ketika ia benar-benar tidak mendapatkan akses informasi terkait
dengan hukum tersebut. Para ulama sering mencontohkannya, jika ada

sekelompok orang yang tinggal di hutan dan tidak pernah berbaur dengan

7 -
Ibid.
& Abdur Rahman 1. Doi, Tindak Pidana Dalam Syari 3t Islam , h. 15.
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kaum muslimin, maka pengakuan ketidaktahuannya bisa diterima. Namun
lika. seseorang . mengaku. tidak tahu sedangkan. ia tinggal di._keramaian,
berbaur dengan orang alim dan mudah mendapatkan akses informasi, maka

pengakuannya tidak diterima dan tetap bertanggungjawab dalam hukum.®

Macam-macam tindak pidana

Dalam azas-azas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat
ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat
diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat,
cara, korban, dan tabiat."

Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa
yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan
boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama
membagi Kepada empat macam:

a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan,
pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini,
pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserah kan kepada korban kejahatan
atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau

memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.

° Dewan Editor, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 11, h. 100-101.
10 A, Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 6-7.
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Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik)
secara_.murni, . _vyaitu. . perzinaan, . minum-minuman,. keras, murtad
perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan
korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.

Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah,
namun hak hanba lebih dominan,yang termasuk dalam kelompok ini,
yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama,
ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban
yang dituduh zina.

Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba,
namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini
adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian
dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di
pengadilan.t

Adapun jenis-jenis kasus tindakan jinayah yang berakibat takzir secara

umum dibagi dalam 7 jenis berikut ini :

a

b.

Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
Pelanggaran terhadap kemuliaan
Perbuatan yang merusak akal

Pelanggaran terhadap harta

X Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, h. 257.
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e. Gangguan keamanan
f. Subversi, dan
g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.*?

Apabila ditinjau dari aspek niat pelaku, maka jarimah dibagi menjadi
jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.'® Jarimah sengaja pelakunya tahu
bahwa perbuatannya itu dilarang oleh syara” dan akan mengakibatkan
hukuman apabila dikerjakan, sedangkan Abd al-Qadir Awdah mengartikan
jarimah tidak sengaja sebagai jarimah yang dilakukan tidak sengaja oleh

pelakunya dan perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruannya.

B. Hukuman atas Perbuatan Jinayah

Pada prinsipnya, hukuman adalah janji (x=4') dan ancaman (x= V) atas
setiap tindakan yang melanggar larangan Allah SWT. Adanya setiap hukuman
bertujuan. untuk memelihara dan menciptakan = kemaslahatan dan menjaga
manusia dari kerusakan. Hukuman ditetapkan harus berdasarkan al-Qur an, hadis
atau lembaga yang berwenang dalam menentukan hukuman takzir. **

Adapun macam-macam hukuman dalam fikih jinayah antara lain:
a. Ditinjau dari beratnya hukuman
Ditinjau dari aspek beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada

pelaku jarimah dibagi menjadi tiga kelompok :

12 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, h. 284.
13 A. Hanafi, Asas Asas..., h. 7.
Y A, Djazuli, Figh..., h. 25.
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1) Hudud, yaitu kejahatan atau jarimah yang sanksi hukumannya
ditetapkan_sendiri. secara pasti oleh Allah dan atau Nabi Muhammad
SAW, vyang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian,
perampokam, perzinaan, tuduhan zina tanpa bukti, minum minuman
keras, makar atau pemberontakan dan murtad.

2) Qisas dan Diyat, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya
adalah balasan setimpal (gisas) dan denda darah (diyat), yang
termasuk dalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan
penghilangan bagian anggota tubuh.

3) Takzir, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan hudud dan
tidak pula dengan gisas-diyat, dalam hal ini ancamannya ditetapkan
oleh imam atau penguasa.

Abd al-Qadir Awdah mengartikan jarimah hudud sebagai jarimah
yangdidihukum =denganithukumand hududy nyaituichukumanmsyang' telah
ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah, sehingga
hukuman tersebut tidak mempunyai batas terndah dan batas tertinggi.

Selanjutnya ia juga mengartikan jarimah qisas-diyat sebagai
perbuatan jarimah yang dihukum dengan hukuman qisas dan dan
hukuman diyat, yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tetapi
menjadi hak perseorangan, maksudnya apabila koban memaafkan pelaku
jarimah maka hukuman tersebut menjadi hilang atau hapus.

Demikian juga ia mengartikan takzir, sebagai perbuatan jarimah
yang dihukum dengan takzir, yaitu memberikan pengajaran (=3%),

sedangkan batasan hukumannya tidak ditentukan. Demikian pula tentang
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macam-macam jarimah-nya. Dalam hal ini hakim atau pemerintah diberi
kebebasan atau kewenangan untuk menentukan hukumam hukuman yang
sesuai dengan jenis jarimah takzir serta dengan memperhatikan pelaku
jarimahnya.*®

b. Ditinjau dari keberadaannya dalam nas

1) Hukuman yang ada nasnya, hukuman ini ditetapkan oleh Allah dalam
al-Qur an dan hadis, seperti hudud, gisas dan diyat.

2) Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini merupakan ketetapan
pihak yang berwenang karena tidak ada dalam al-Qur an dan hadis,
hukuman ini disebut dengan takzir.*®

c. Ditinjau dari hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain

1) Hukuman pokok (dla=¥) <bgll) yaitu hukuman asli untuk suatu
tindakan pidana seperti hukuman mati untuk pembunuh.

2) Hukuman pengganti (“dwll @b s=ll) | yakni hukuman yang menempati
hukuman pokok sebagai ganti karena alasan tertentu seperti hukuman
diyat kepada pembunuh yang dimaafkan gisas-nya oleh keluarga
korban.

3) Hukuman tambahan (d=all <l s2.1l), adalah hukuman yang mengikuti

hukuman pokok seperti terhalangnya bagian waris bagi pembunuh.

5 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi..., h. 283.
16 A, Djazuli, Figh..., h. 28.
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4) Hukuman pelengkap (“alwesill @b g2ll) maksudnya adalah hukuman
yang, ditambahkan. . atas. . hukuman, pokok  seperti pencuri, yang
tangannya dipotong kemudian dikalungkan di lehernya.'’

Ditinjau dari kekuasaan hakim

1) Hukuman yang memiliki batas tertentu yang tidak bisa ditambah atau
dikurangi oleh hakim seperti had.

2) Hukuman yang memiliki dua batas (tertinggi dan terendah), sehingga
hakim bisa memilih hukuman mana yang adil untuk pelaku yang
berlaku dalam hukuman takzir.

Ditijau dari sasaran hukum

1) Hukuman untuk menghilangkan jiwa seperti hukuman mati.

2) Hukuman untuk badan seperti hukuman jilid.

3) Hukuman untuk kebebasan hidup seperti hukuman pengasingan atau
penjara.

4) Hukuman untuk harta seperti diyat atau perampasan.*®

C. Tujuan Penerapan Fikih Jinayah

Tiap-tiap tata aturan, tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh

pembuatnya. Kalau tidak ada tujuan tentunya pembuatan tata aturan tersebut

7 1bid.
8 1bid., h. 29.
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adalah perbuatan sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan pikiran si

pembuat.*?

Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam mencegah dilakukan
sesuatu yang terlarang dengan cara memperingatkan hukuman pidana yang akan
dijatuhkan oleh Allah SWT kelak dalam bentuk dan versi yang dapat
membangkitkan rasa takut yang cukup besar dalam jiwa seorang mukmin untuk
melakukan suatu perbuatan yang terlarang dan sekaligus menghindarkan
masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Di samping itu agama Islam
menentukan pula bagi perbuatan-perbuatan pidana suatu hukuman dunia,
sehingga oleh karenanya diharapkan oleh agama Islam kedua macam hukuman
itu dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan/pelanggaran; dengan cara
menggunakan pencegahan secara agama dan kekuasaan, yakni dengan ancaman

hukuman.?

Sedangkan para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari

syari ah sebagai berikut:?*

1. Menjamin keamanan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup primer yang

menjadi tujuan pertama dan utama dari adannya ketentuan syari ah.

9 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 91.

Abdulgani Karim, “Pengaruh Agama Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional”? dalam
Simposium Pengaruh Kebudayaan/agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, h. 61.

2! Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, h. 134.
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Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi
kekacauan dan ketidaktertiban. Kebutuhan hidup.yang primer ini (daruriyyat)
dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-magasid al-

syari &h al-khamsah (5 tujuan-tujuan syari ah), yaitu:

a. Hifz al-din (memelihara agama);

b. Hifz al-nafs (memelihara jiwa);

c. Hifz al- agl (memelihara akal pikiran);

d. Hifz al-nasl (memelihara keturunan);

e. Hifz al-mal (memelihara harta).

Menjamin terpenuhinya keperluan hidup sekunder atau disebut hajiyyat.

Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai
fasilitas untuk penduduk dan memudahkan. kerja keras dan, beban tanggung
jawab mereka. Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut mungkin tidak
menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah
kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan
ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari

masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
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3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat
menghiasai kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampuy, berbuat dan

urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) atau tahsinat.?*

Tujuan hukum Islam mempunyai sifat yang lebih tinggi dan bersifat
abadi, artinya tidak terbatas kepada lapangan materiil yang bersifat sementara.
Akan tetapi faktor-faktor individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya
selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam

dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.

Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam lapangan ibadah misalnya, shalat,
puasa, zakat, dan haji, dimaksudkan untuk membersinkan jiwa dan
mempertemukannya dengan Tuhan, kesehatan jasmani dan kebaikan individu

maupun masyarakat bersama-sama dengan berbagai seginya.”

Jadi pada intinya;adalah hukum Islam;mempunyai; fungsi-dan- peranan
yang saling terkait. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk
kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial.
Kemaslahatan yang bukan hanya untuk kehidupan dunia, namun juga untuk

kehidupan yang kekal yaitu akhirat.

22 Ahmad Hanafi, Pengantar..., h. 10.
% bid.
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D. Hukuman Takzir

Pengertian

Takzir (25 ) berasal dari fi 7l madhi kata &zzara ()>) yang berarti
menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan dan
membantu.?* Dalam al-Qur an kata tersebut disebutkan dalam ayat yang

berbunyi:

z [ f/°ﬁﬁeﬁ #,g/ ﬁeﬁfzfz ﬁeﬁ#/g/ o s L. o8 o &
(9 1zadl) ooy 3750 ey 83357 8330 iy iy 1)

o

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan
(agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi
dan petang,”%(QS. Al-Fath: 9)®

L2 G- S0 8. I S0 8% - o8 £ - 0

(157 J\j@‘y‘) E)}inl:ﬁj\ ;i;’);fj\g:\;; ZJJ:{Z;.J\ ;}"ﬁj\ \3:.:5|j 09 209 °j)};‘j @ |j.w\ u.ngL;
’Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya
dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur @an),
mereka itulah orang-orang yang beruntung,”%QS. Al-A Taf: 157)%®

Sedangkan pengertian takzir dalam istilah hukum pidana Islam adalah
hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan oleh syara 7
Penentuannya dilakukan oleh pemerintah (hakim) dengan jenis hukuman
mulai dari yang paling ringan seperti peringatan hingga yang berat seperti

penjara atau hukuman mati. Yang termasuk dalam hukuman takzir adalah

tindak pidana selain tindak pidana hudud, gisas dan diyat. %’

2 A, Jazuli, Figh..., h. 160.

% Departemen Agama, al-Qur an..., h. 838.

% 1bid., h. 246.

2" Dewan Editor, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 111, h, 84-85.
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2. Perbedaan takzir dengan hudud®®
a.. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh. perorangan maupun
oleh ulul amri. Pelaku tindak pidana harus dikenai hukuman jika telah
terbukti bersalah dalam persidangan. Sedengkan dalam jarimah takzir,
pelaku masih mungkin menerima pemaafan, baik dari ulul amri maupun
dari perorangan yang terkait, bila pemaafan itu mambawa kemaslahatan.

Hal ini sebagaimana kaidah:

o To L5 .. 305 80 04
M\@J)V\iﬁﬂ\

“Takzir tergantung pada tuntutan maslahat>*

b. Dalam jarimah hudud, yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan
material. Sedangkan dalam jarimah takzir, hakim dapat memilih
hukuman yang lebih tepat sesuai dengan situasi dan tempat kejadian.

c. Pembuktian jarimah hudud dan gisas harus dengan saksi atau pengakuan.
Sedangkan dalam jarimah takzir sangat luas kemungkinan pembuktian
dengan cara lain.

d. Hukuman hudud dan gisas tidak boleh dijatuhkan untuk anak kecil karena
kedua hukuman itu hanya berlaku untuk yang sudah baligh. Sedangkan
karena takzir bertujuan untuk mendidik, maka boleh dijatuhkan untuk

anak kecil.

28 A Jazuli, Figh..., h. 166-167.
 |bid., h. 162.
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3. . Macam-macam. hukuman takzir
a Hukuman mati

Pada dasarnya, hukuman takzir adalah hukuman untuk mendidik
pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (lagi) dan
diperbolehkan jika ketika diterapkan akan aman dari akibat buruk.
Artinya, takzir tidak sampai merusak atau membinasakan, sehingga
takzir tidak boleh berupa hukuman mati atau pemotongan anggota
badan.*

Namun sebagian besar fugaha memberi pengecualian terhadap
kaidah umum tersebut. Yaitu memperbolehkan hukuman mati sebagai
takzir ketika kemaslahatan masyarakat menghendakinya. Hal ini terjadi
ketika ada tindak pidana yang menimbulkan kerusakan besar dan hanya
bisa dihentikan dengan menghukum mati pelakunya, seperti hukuman
mati kepada mata-mata atau penebar fitnah yang berbahaya.*

b. Hukuman dera (jilid)

Hukuman ini adalah salah satu hukuman pokok dalam Islam dan

diutamakan karena beberapa alasan, yaitu:

1) Banyak berhasil memberantas tindak pidana berbahaya

% Dewan Editor, Ensiklopedi Hukum... h. 87.
31 H
Ibid.
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2) Hukuman ini memiliki batas tertinggi dan batas terendah, sehingga

hakim bisa. memilihnya.

Ada perbedaan pendapat fugaha dalam menentukan standar

maksimal (batas tertinggi) hukuman dera dalam hukuma takzir,

yaitu:*

a)

b)

Harus di bawah 100 kali

Batas ini ditentukan karena hukuman dera dalam hudud
bagi pezina telah ditetapkan dalam al-Qur @n sebanyak 100 Kali,
sehingga takzir tidak boleh malampauinya. Dalam standar ini, ada
yang berpendapat maksimal 75 kali (pendapat Abu Yusuf),
maksimal 39 kali (pendpat Imam Abu Hanifah dan Muhammad),
boleh diantara 75 hingga 100 kali (pendapat sebagian fugaha
Syafi fyyah), maksimal 10 kali (pendapat sebagian fugaha
Hanbaliyyah).
Mutlak diserahkan kepada ijtihad pemerintah (hakim), meskipun
melebihi batas 100 kali sebagaimana dalam hukuman hudud,
sebab takzir adalah wewenang penuh pemerintah (pendapat

fugaha Malikiyyah).

3) Pembiayaan yang dikeluarkan negara relatif lebih kecil.

32 |pid., h. 87-101.
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4) Hukuman dera bisa menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk
penjara seperti rusaknya akhlak dan. kebiasaan mengangaur,
c. Hukuman penjara (al-habs)

Menurut bahasa, al-habs ( o=~V ) berarti menahan. Adapun yang
dimaksud menahan dalam istilah hukum pidana Islam adalah menahan
seseorang untuk tidak melakukan tindakan hukum, baik tahanan itu di
rumah, di masjid atau di tempat lain (penjara).*

Ada dua macam hukuman penjara, yaitu:**

1) Hukuman penjara yang dibatasi oleh waktu

Batas terendah penjara adalah satu hari. Sedangkan mengenai
batas maksimal penjara para fugaha berbeda pendapat. Fugaha
Syafi Tyyah berpendapat maksimal hukuman penjara adalah 1 tahun
digiyaskan dengan hukuman maksimal pengasingan bagi pelaku zina.

Ada pula fugaha yang menyerahkan batas minimal dan
maksimal penjara kepada ulul amri karena mereka yang dianggap
paling mengetahui kemaslahatan yang ditimbulkan. Lebih-lebih,
hukuman penjara hanya boleh dilakukan jika diduga kuat bahwa
hukuman ini dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana.

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

% A, Jazuli, Figh Jinayah, h. 200.
% Dewan Editor, Ensiklopedi Hukum... h. 92-94.
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Para fugaha sepakat, jenis takzir ini boleh dijatuhkan kepada
orang, yang_ berbahaya dan. crang vang. berulang-ulang. melakukan
tindak pidana sehingga hanya bisa dicegah dengan dipenjara.
Hukuman iini sengaja tidak ditentukan batas waktunya dan hanya
bisa berakhir dengan dua syarat, terhukum menyatakan taubat atau
mati sebelum menyatakan taubat.

d. Hukuman pengasingan (al-taghrib wa al-ib &ad)

Fugaha sepakat bahwa hukuman pengasingan di luar jarimah zina
adalah hukuman takzir. Hukuman ini dijatuhkan jika pelaku bisa
mempengaruhi dan atau membahayakan orang lain.*

Perbedaan pendapat fugaha terjadi dalam menentukan batas
maksimal waktu pengasingan, yaitu;

1) Maksimal 1 tahun. Pendapat ini diungkapkan oleh fugaha Syafi Tyyah
dan Hanbaliyyah digiyaskan pada masa hukuman pengasingan sebagai
hudud bagi pelaku zina ghair muhsan. Karena itu hukuman
pengasingan dalam takzir tidak boleh melebihi 1 tahun.

2) Diserahkan kepada ulul amri (boleh lebih dari 1 tahun). Pendapat ini
dinyatakan oleh fugaha Hanafiyyah dan Malikiyyah. Fugaha

Malikiyyah berpendapat demikian karena mengaggap bahwa masa

% Ibid., h. 95.
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hukuman pengasingan bagi pelaku zina ghair muhsan bukan sebagai
hudud melainkan memanga sebagai. takzir.*
Perbedaan pendapat fugaha juga terjadi dalam menentukan tempat
tujuan pengasingan, antara lain:

1) Bagi fugaha Syafi Tyyah dan Hanbaliyyah, pengasingan dilakukan ke
daerah lain dengan batas masafat al-gasr, karena untuk menjauhkan
pelaku dari keluarga dan lingkungannya dengan pengawasan agar ia
tak kembali. Setelah masa pengasingan berakhir, ia boleh kembali ke
tempat asal.

2) Bagi Fugaha Hanafiyyah dan Malikiyyah, pemngasingan harus
dilakukan dari negeri muslim ke negeri non muslim. la hanya boleh
kembali ke tempat asal dengan syarat menyatakn taubat dan
keadaannya berubah menjadi baik.*’

e. Hukuman salib
Pada dasarnya, hukuman salib adalah hukuman hudud. Karena itu,
fugaha memandang bahwa hukuman salib bisa berubah menjadi hukuman
takzir. Pelaksanaannya tentu saja tidak dibarengi atau didahului dengan
hukuman mati sebagaimana yang berlaku dalam hudud. Terhukum juga

tidak dilarang makan dan minum, juga tidak dilarang wudhu dan shalat.

% Ibid., h. 96.
1 A. Jazuli, Figh..., h. 206.
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Masa penyaliban disyaratkan tidak lebih dari tiga hari. Dalil
bolehnya melakukan hukuman ini sehagai takzir adalah bahwa Rasulullah
pernah menjatuhkan takzir berupa hukuman salib kepada seorang lelaki di
bukit Abunab.®
Hukuman peringatan dan yang lebih ringan darinya

Hukuman peringatan termasuk kategori hukuman takzir. Hakim
boleh hanya memberikan peringatan sebagai hukuman jika dipandang
cukup mendidik dan membawa hasil efek jera. Hukuman yang lebih
ringan dari peringatan juga ada dalam Islam, yakni menyiarkan nama
pelaku di pengadilan.®
Hukuman teguran/pencelaan (tawbikh)

Salah satu hukuman takzir adalah pencelaan atau tawbikh jika
dianggap bisa memberikan dampak yang baik bagi pelaku maupun
masyarakat. Rasulullah pernah melakukannya untuk” menghukum Abu
Dzar dengan menyebutnya menyimpasn sifat jahiliyah karena telah
menghina orang dengan menyebut-nyebut ibunya.*

Hukuman ancaman (tahdiad)
Tahdid juga termasuk di antara hukuman takzir, dengan syarat

ancaman itu bukan ancaman kosong dan mampu membuat pelaku jera.

%8 Dewan Editor, Ensiklopedi Hukum... h. 97.
% Ibid., h. 98.
“*Ibid., h. 99.
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Hukuman ini bisa berupa ancaman apabila si pelaku mengulanginya lagi
akan dijatuhi hukuman dera, penjara, pengasingan dan lain-lain.**
Hukuman penyiaran nama pelaku (tasyhir)

Tasyhir adalah hukuman takzir dengan menyiarkan nama pelaku
kepada puiblik. Hukuman ini dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait
dengan kepercayaan seperti kesaksian palsu dan penipuan.*

Hukuman denda (gharamah)

Fugaha sepakat bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak
pidana takzir dengan denda. Hanya saja fugaha berbeda pendapat tentang
kebolehan hukuman denda atas setiap tindak pidana atau tidak.

Imam Syafi T, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat boleh
dilakukan sebagai hukuman umum karena Rasulullah pernah
melakukannya, dengan syarat hakim menarik harta pelaku sebagai
ancaman agar 1a berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Sehingga jika
si pelaku telah berubah maka hartanya harus dikembalikan, dan
sebaliknya.

Sedangakn Imam Abu Hanifah tidak membolehkan denda sebagai
takzir. Meskipun Rasulullah pernah melakukannya, hukuman denda harus
tetap dihapus karena tidak layak dijadikan sebagai cara untuk

memberantas tindak pidana dan dikhawatirkan menjadi pendorong hakim

1 Ibid.
*2 |bid., h. 100.
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untuk melakukan kelaliman dengan menyita atau merampas harta
pelaku.*
k. Hukuman lainnya
Hukuman takzir tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang telah
disebutkan. Sebab, sebagaimana diuraikan di awal, takzir adalah
hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan oleh
syara ”dan penentuannya dilakukan oleh pemerintah (hakim). Contoh-
contohnya antara lain:
1) Pemecatan atau pencabutan hak kepegawaian (al- &zl min al-
wazifah).
2) Pencabutan hak-hak tertentu (a/-hirman), seperti hak bersaksi dan hak
mendapatkan nafkah bagi istri yang nusyuz.

3) Pemusnahan (izalah) harta atau barang terlarang. **

E. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Hukuman
Hukum pidana menurut syariat Islam harus dilaksanakan oleh
pemerintah sebagai wakil dari masyarakat. Hal ini karena pemerintah diadakan

untuk melindungi agama dan menyelenggarakan urusan dunia.*

3 Ibid., h. 101.
* Ibid.
4 Mawardi, al-Ahkam..., h. 5.
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Lembaga pemerintah yang mewakili masyarakat dalam bahasa Al-Qur an
disebut “U/i al-Amr”(5<Y) ), Dalam surat An-Nisa Zayat 59 Allah berfirman:
(59 sl 281) .. oS 501 I O350 20, Jn i il i g

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulul
amri di antara kamu.....”{QS. Al-Nisa 7 59)*

Para Mufassir berbeda pendapat mengenai arti ulul amri. Sebagian dari
mereka berpendapat bahwa ulul amri adalah penguasa-penguasa muslim. Dalam
pengertian ini termasuk Khulafa *al-Rasyidin, raja-raja, sultan, para hakim dan
lain-lainnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulul
amri adalah pemimpin-pemipin sariyah (para prajurit). Sebagian lagi berpendapat
bahwa ulul amri adalah para ulama yang memberikan fatwa mengenai hukum-
hukum syara "dan mengajarkan agama kepada manusia. Kelompok Rafidhah dari
Syi ah berpendapat bahwa ulul amri adalah para imam Syi ah yang ma 3hum.
Bahkan kelompel ekstrim dari mereka (Syi 2h)menyangka bahwa ulul.amri itu
adalah #li ibn Abi Talib.*’

Dalam konteks hukum pidana, pengertian yang dikemukakan oleh
kelompok pertama sangat relevan, karena yang berperan dalam pelaksanaan
hukum publik/pidana adalah penguasa termasuk hakim.*

Kewajiban ulul amri (penguasa/pemerintah) dan kewenangannya untuk

melaksanakan hukum pidana, dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Qur an yang

“® Departemen Agama, A/-Qur n..., h. 128.
*” Muhammad 4Ali al-Says, Tafsir Ayat Ahkam, jilid 1, h. 117.
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur an, h. 288.
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berisi hukuman, dan hadis-hadis nabi. Apabila diteliti secara seksama, beberapa
ayat Al-Qur an yang berisi hukum nidana dan sanksi pidana, maka di dalamnya
ditemukan suatu asumsi bahwa perintah untuk melaksanakan hukuman itu selalu
dikemukakan dalam bentuk jamak (plural). Dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah

berfirman:

of

wo Mo o N ) IRy I RS TP T
(38 13asll1) 1S e by b e WIST ST Uy o1 Logiotl Viaadlls 33,001 3 L)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah.dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana””(QS. Al-
Maidah: 38)*

Dalam surat An-Nur ayat 2 Allah berfirman:

(2,8 &) L. sils Bl G4 aey IS ARG 5 At

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera...”(QS. An-Nur: 2)*®

Dalam surat An-Nur ayat 4 Allah berfirman:

o 2
ol @s _

P A PSR N e 5},‘:;;:\,, Z.0. wilile tinsmaatididicdilib-rifsg & : xf;f:,«://e.ﬁ/

R 8t ogL@.& ﬁ,‘ \jl,:.cu ) sad u.:.:«.; = \J.,u:;.-n.a VR iuuju/ gat) -~ W’ O J:U\)

(4 50 .23)

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)

dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang

menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka buat selama-lamanya...”1QS. An-Nur: 4)>*

Dalam tiga ayat tersebut terlihat bahwa perintah untuk melaksanakan

hukuman dikemukakan dalam bentuk jamak. Dalam ayat pertama (Al-Maidah:

*° Departemen Agama, A/-Qur 3n..., h. 165.
*%1bid., h. 543.
*! Ibid., h. 544.
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38) perintah untuk melaksanakan hukuman potong tangan ditujukan kepada
orang. banyak, yaitu semua umat Islam. Demikian pula dalam ayat vang kedua
dan ketiga (An-Nur: 2 dan 4) perintah untuk melaksanakan hukuman
jilid/cambuk ditujukan kepada orang banyak, yaitu semua umat Islam. Hanya
saja oleh karena tidak mungkin semua umat Islam secara bersama-sama
melakukan hukuman ini, maka pelaksanaan hukuman tersebut dijalankan oleh
lembaga atau badan yang mewakili umat, yaitu ulul amri atau pemerintah
(imamah).*

Uraian di atas menunjukkan bahwa tugas pemerintah, selain menangani
urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan dunia, juga menangani
masalah-masalah yang berkaitan dengan agama.

Di samping terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur an, kewenangan pemerintah
untuk melaksanakan hukuman juga terdapat dalam hadis-hadis nabi, dan
tindakan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. semua kasus-kasus tindak
pidana selalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. kemudian beliau
menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan keputusan-keputusan hukum dalam
kedudukannya sebagai hakim. Dalam kasus perzinaan misalnya, ada seorang laki-

laki yang datang sendiri (menyerahkan diri) dan melaporkan kasusnya kepada

52 |bid., h. 290.
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Rasulullah SAW. kemudian beliau memberi keputusan hukum.>®* Hal ini

sebagaimana, dalam hadis berikut ini:

o .9 L 3. o0 o 25 . L R N U A S 55_’:;5/)\,,/‘/:/e/ﬂ [
M‘Lﬁfjw‘@&JH‘ﬂj%m‘yf»‘Jyjd‘ 'wam|€aJ°ﬁJﬁ;§/‘Q&)

-

A DS L 0 s STl s i (ol 0 I D LT et
JE L s A F Ly s L s P S 1 ° P G . 0F 0 . . & o
VJ»)WAM\JA&AM\JFJaLGJQ\JL@}@JM&WW.Q\JAGJ\W&UJ&&M

ot o o A E L e s T e D e 0 EO T T T e s E T
o Vel Ly ale A Lo Al Jn, Je Lo TJB St fg 1B LY 1B S0 Sl e

3033 0

ke a) 330550
“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Seorang laki-laki muslim datang kepada
Rasulullah SAW. yang ketika itu sedang berada di masjid. Laki-laki itu
memanggil Rasulullah SAW. dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah
berzina®? Rasulullah berpaling dari hadapannya. Laki-laki itu bergeser ke arah
wajah Rasulullah dan ia berkata lagi: “Hai Rasulullah, sungguh saya telah
berzina®? Rasulullah SAW. berpaling lagi sampai akhirnya laki-laki itu
mengulangi pernyataannya sebanyak empat kali. Setelah laki-laki itu
menyaksikan atas dirinya (mengakui perbuatannya) sebanyak empat kali, barulah
Rasulullah memanggilnya dan bertanya: “Apakah engkau gila?”” Laki-laki itu
menjawab: “Tidak”? Rasulullah bertanya lagi: “Apakah engkau muhsan (sudah
beristri)?7” L.aki-laki itu menjawab: ¥a’> Maka Rasulullah bersabda kepada para
sahabat: “Pergilah kamu dengan laki-laki ini dan laksanakanlah hukuman rajam
atas dirinya. (Muttafaq Alaih)

Dalam hadis tersebut, jelas bahwa Rasulullah SAW. bertindak sebagai
ulul amri (hakim) yang mengadili perkara zina. Beliau menginterogasi tersangka
dan setelah merasa yakin, beliau menjatuhkan vonis dan memerintahkan sahabat
untuk menjatuhkan hukuman yang diputuskan. Selain hadis tersebut, masih

banyak contoh lain dalam hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Rasulullah

53 H
Ibid.
** Muhammad Ibn fsma 1l al-Kahlani, Subul al-Salam, jilid 1V, h. 6.
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SAW. bertindak sebagai ulul amri mengambil keputusan dalam kasus-kasus

pidana, baik yang menyanakut jarimah hudud, gisas, bahkan jarimah takzir,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana tidak bisa

dilaksanakan oleh masing-masing idividu, tapi harus oleh ulul amri (pemerintah)

karena menyangkut kepentingan dan ketertiban masyarakat.>

. Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Di dalamnya termuat hirarki atau tata urut
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yaitu;

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

no

Undang undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

w

Peraturan Pemerintah;

s

Peraturan Presiden;

f o

Peraturan ilembaga-Negara Mon-Pemerintah;

o

Peraturan Menteri;

~

Peraturan Lembaga Negara Non Departemen;
8. Peraturan Daerah;
9. Peraturan Gubernur;
10. 10.Peraturan Bupati/Walikota;
11. Peraturan Kepala Desa.
Ketentuan tersebut tersurat dalam Pasal Pasa 7 ayat (1) UU No. 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

berbunyi:

55 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., h. 293.
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(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-ndangan adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengaanti,Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah.

© o0 e

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten/kota bersamabupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
nama lainnya.>®

Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak

ada yang bertentangan satu sama lain. Sesuai dengan toeri hirarki hukum, maka
asas peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di
atasnya sebagaimana asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Infriori”. Asas
hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus didahulukan dan
aturan yang lebih rendah harus disisihkan.

%8 pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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PENUTUP

A. Kesmpulan
Dari analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pelanggaran operasionalisas arena bilyard di Desa
terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo adalah:

a. Pemerintah dan masyarakat Desa Terung Wetan telah mengambil
kesepakatan untuk menerapkan Peraturan Desa dalam operasionalisasi
bilyard, meskipun isi peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan
perijinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b2 Pemerintah Kecamatan ' ICriar tidak’ memahami- Ketentaan-ketentuan yang
berlaku dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan karena
salinan yang dikirim oleh Disparta Kabupaten Sidoarjo tidak dikaji lebih
dalam. Sehingga penerapanya tidak optimal.

2. Tidak optimalnya penerapan sanksi pelanggaran operasionalisasi arena bilyard
di Desa terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh
beberapa faktor, yaitu:

a. Kurangnya sosialisasi dan evaluas penerapan Perda No. 10 Tahun 2008

tentang Kepariwisataan oleh Pemkab Sidoarjo.

77
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b. Tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata (Disparta) Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kecamatan
Krian dan Pemrintah Desa Terung Wetan.

3. Penentuan Pemkab Sidoarjo terhadap jenis hukuman pada Perda No. 10
Tahun 2008 tentang Kepariwisataan adalah termasuk kategori takzir yang
menjadi wewenang luas pemerintah. Dalam konteks hukum pidana Islam,
hukuman administratif, penjara dan denda dalam Perda tersebut juga sah. Dan
selama penelitian, terbukti bahwa pelanggaran operasionalisasi arena bilyard
menurut Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan terjadi di Desa
Terung Wetan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Namun, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak pernah menerapkan sanksi sesuai aturan
Perda. Sikap Pemkab Sidoarjo, dalam konteks hukum pidana Islam, adalah
kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat untuk

menegakikan ‘hukuam:

Saran

Setelah melakukan penelitian, ini saran-saran yang perlu dilaksanakan
adalah:
1. Penelitian berikutnya hendaklah menganalisis fenomena pelanggaran hukum

massal di Desa Terung Wetan dengan modus operasionalisasi arena bilyard
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dalam perspektif sosiologis. Sebab, penelitian ini lebih menitikberatkan pada
analisis hukum pidana |slam sebagai fokus disiplin keilmuan peneliti.

. Pelanggaran operasionalisasi bilyard yang terjadi di Desa Terung Wetan
hendaknya segera dicarikan solusinya agar kenyamanan hidup bermasyarakat
di Desa Terung Wetan bisa lebih sempurna. Dengan menertibkan aturan
operasionalisasi bilyard sebagaimana Perda No. 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan akan memberikan kontribusi besar dalam rangka turut serta

menyempurnakan tatanan sosial di Desa Terung Wetan.
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